BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.07/20/2020 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus  Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020, perlu menyesuaikan kembali
rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton
Utara;

b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 3
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton
Utara Tahun Anggaran 2020, sebagian sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan keadaan yang ada sehingga perlu
diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa
di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 20 Tzhun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);




8.

10.

11,

12,

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/
PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa, (Berita Negara Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 /PMK.07/2019
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 /PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yvang Membahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 367);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan COVID-19 dilingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249);




Menetapkan

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015
Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);

18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38);

19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2019 Nomor 53);

20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019
Nomor 54);

21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON
UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 ditambah 1 angka yakni
angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
Utara

3. Bupati adalah Bupati Buton Utara

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah
kerja kecamatan.




5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara dan digunakan
untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

10. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat

dengan BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada

keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang
bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak
ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Desease

(COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas
Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap
Daerah  Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa (RKD).

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan
Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan :

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40 Y%
(empat puluh persen);

b. tahap Il paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat
puluh persen) ; dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20 % (dua
puluh persen).




3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13

Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menyampaikan
dokumen persyaratan kepada kepala KPPN dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati Buton Utara tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2020;

2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan

3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran
sebelumnya; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

3. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga
Penerima Manfaat BLT Desa, apabila Dana Desa
tahap Il belum mencukupi.

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan dan
disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14A, yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Dalam hal Desa belum salurkan Dana Desa tahap 1,
Dana Desa disalurkan dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan
tambahan ketentuan:

a. Dana Desa tahap [ disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan masing- masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa;

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga sebesar10% (sepuluh perser),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Desa bulan kedua;




(2)

(3)

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan

c. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT
Desa.

Dalam hal Desa telah salurkan Dana Desa tahap 1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum
dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap Il dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT
Desa; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah
dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap Il disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan
besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:
a)bulan pertama sebesar 15% (lima belas

persen), dengan  persyaratan Peraturan
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan pertama; dan

¢) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap Il diprioritaskan untuk BLT
Desa.

Dalam hal Desa telah salurkan Dana Desa tahap

II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap I1II dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13; dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT
Desa.

Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD

secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 maupun penyaluran

secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT

Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat

menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.




5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

Dalam rangka penyampaian Dokumen persyaratan pencairan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan pencairan kepada
Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten Buton Utara dengan
ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga
Penerima Manfaat BLT Desa.

¢. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap Il menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan dan
disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 16A, yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Dalam hal Desa belum salurkan Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4),
Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. Dana Desa tahap 1 disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan masing- masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan peraturan kepala desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa;

2. bulan kedua 15%(lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 10%(sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap Il
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan

¢. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT
Desa.




(2)

(4)

Dalam hal Desa telah salurkan Dana Desa tahap 1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum
dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap Il dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan

2. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT
Desa; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah
dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap Il disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan
besaran dan persyaratan setiap bulan masing-

masing:
a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan peraturan

kepala desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa;

b} bulan kedua 15 (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT

Desa.

Dalam hal Desa telah salurkan Dana Desa tahap II

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13; dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT
Desa.

Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD

secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 maupun penyaluran

secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT

Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat

menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

. Diantara BAB V dan BAB VI ditambahkan dan
disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VA dan diantara
Pasal 23 dan Pasal 24 ditambahkan dan disisipkan 5
(lima) Pasal baru yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C,
Pasal 23D dan Pasal 23E sehingga berbunyi sebagai
berikut :




BAB VA
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN
WABAH COVID-19

Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 23A

(1) Dalam rangka penanganan dampak wabah Covid-19,
Dana Desa dipergunakan untuk penyediaan rumah
karantina, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dalam rangka jaring pengaman
sosial.

(2) Desa melakukan pendataan calon penerima Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Desa dengan sasaran keluarga
miskin :

a. Keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) selain penerima PKH, Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/
Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai
(BST), dan kartu pra kerja diutamakan yang kehilangan
mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga
yang rentan (sakit menahun/kronis, lansia, Balita); dan

b. Keluarga miskin diluar DTKS yang ditemukan di Desa,
dan belum terdata (exclusion error).

(3) Desa  melaksanakan Musyawarah Desa Khusus
(musyawarah desa insidentil) yang dilaksanakan dengan
agenda:

a. membahas hasil pendataan sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf b;

b. validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon
penerima BLT Desa, bersumber dari data sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b;
dan

c. membahas perubahan RKP Desa.

(4) Kepala Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(5) Mekanisme Musyawarah Desa Khusus penetapan calon
penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b :

a. Penentuan data Keluarga miskin diluar DTKS yang
ditemukan di Desa, dan belum terdata (exclusion
error) dibahas dan hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaporkan
kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;




b. Kepala Desa dan BPD melakukan validasi data yang
bersumber dari DTKS dan data non DTKS
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sudah
disepakati dalam Berita Acara untuk ditetapkan
sebagai calon penerima BLT Dana Desa, dan hasil
kesepakatan calon penerima BLT Desa dituangkan
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala
Desa dan BPD;

c. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b
disahkan oleh Camat atas nama Bupati paling lambat
5 (lima) hari kerja;

d. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ Kepala Desa menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT
Bersumber Dana Desa.

Bagian Kedua
Perubahan APBDes
Pasal 23B

(1) Perubahan APBDes dalam rangka penanggulangan
COVID-19 digunakan untuk kegiatan penyediaan rumah
karantina, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa dalam rangka
Jaring Pengaman Sosial.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan
melaksanakan kegiatan BLT Desa kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga
penerima manfaat.

(3) Pemerintah Desa wajib menyediakan rumah karantina
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
Desa.

(4) Mekanisme Perubahan APB Des berdasarkan ketentuan
perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 23C

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23B ayat (2) dikenakan sanksi berupa
penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran
berjalan.

Bagian Ketiga
Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT-Dana Desa
Pasal 23D

(1) Perhitungan penetapan penggunaan dana desa untuk BLT

Desa diatur sebagai berikut :

a. Desa penerima Dana Desa kurang dari
Rp  800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana
Desa,;




b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000,- (delapan
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000,-
(satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan
BLT Desa paling banyak sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Dana Desa;

c. Desa  penerima Dana Desa lebih dari Rp
1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
mengalokasikan BLT Desa paling banyak sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

(2) Dalam hal Desa yang jumlah keluarga miskinnya suatu

desa melebihi ketentuan persentase sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat
menambah persentase alokasi untuk BLT Desa sesuai
dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

dengan metode tunai dan/atau non tunai (cash less)
melalui Bank Umum;

(4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Desa sebagai

(1)

berikut :

a. Masa penyaluran BLT Desa 3 (tiga) bulan terhitung
mulai bulan April 2020; dan

b. Besaran BLT Desa per Bulan sebesar Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Bagian Keempat
Monitoring dan Penanggungjawab Penyaluran BLT Desa
Pasal 23E

Monitoring dan Evaluasi penyaluran BLT Desa
dilaksanakan oleh:

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

b. Camat,

c. Inspektorat Daerah;

Penanggungjawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala
Desa.

Ketentuan Lampiran Rincian Dana Desa diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 2} -04 - 2020

BUPATI BUTON UTARA,

e -

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 23 -64 - 2020

M PRPAE KOGEDIIA A
PARAF KOORDINAS

Pj. SEKRETARIS DAE
KABURATEN BUTON UTARA,

| BAGIAN HUKUM % f
Demp | N |

BUDIANTI KADIDAA S —

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 26
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